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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah
dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber
pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang
perekonomian sehingga memperoleh manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, penguatan
struktur permodalan dan sinergisitas kebijakan yang mendorong
laju pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan pelayanan
kepada masyarakat perlu dilakukan penyertaan modal daerah
kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal
Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung;

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Mengingat



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6137);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menetapkan

dan
BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut P.T.
Bank Sumsel Babel adalah Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
yang melaksanakan usahanya di Kabupaten Belitung Timur
yang merupakan bank konvesional yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada P.T. Bank Sumsel Babel.

Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau
kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai
dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin,
inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya
yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak dberikan kepada direksi atau dewan komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau
anggaran dasar pendirian PT Bank Sumsel Babel.

Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal
perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-
lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada P.T. Bank Sumsel Babel
dimaksudkan untuk melakukan investasi Daerah yang
mensejahterakan masyarakat.

Penyertaan Modal Daerah pada P.T. Bank Sumsel Babel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;

b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumsel Babel
berupa uang milik Daerah.

Penyertaan Modal Daerah berupa uang milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun anggaran dan
dianggarkan mulai tahun anggaran 2023 sampai dengan
tahun anggaran 2024 dengan total sebesar
Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan rincian
sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah); dan

b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah).

BAB IV
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak atas pembagian
keuntungan/laba berdasarkan persentase kepemilikan
Saham atau Penyertaan Modal Daerah pada P.T. Bank
Sumsel Babel.

P.T. Bank Sumsel Babel wajib memberikan laba kepada
Pemerintah Daerah yang dihitung berdasarkan persentase
perimbangan modal yang dimiliki perusahaan.

Tata cara pembagian laba atau Deviden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang
diputuskan dalam RUPS.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyertaan modal Daerah kepada P.T. Bank Sumsel Babel.

Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili
Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas
Penyertaan Modal Daerah P.T. Bank Sumsel Babel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memahami wawasan usaha secara profesional dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA,BA(:IAN HUKUM,

AMR AH, S.H.
NIP.1971060¢ 200604 1 005

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (7.7/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG

UMUM

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bentuk investasi pemerintah

pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk

pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Investasi pemerintah ini dapat berupa investasi langsung dimana penyertaan

modal atau pinjaman dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai

kegiatan usaha. Penyertaan modal dapat berupa pembelian surat berharga

seperti saham dan/atau surat utang. Sumber dana investasi pemerintah dapat

berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. keuntungan investasi terdahulu;

c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi
Pemerintah; dan/atau

d. sumber-sumber lainnya yang sah.

Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan
yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke
perusahaan tersebut. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya
meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta
kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama
dan saling menguntungkan. Tujuan penyertaan modal pemerintah Daerah
adalah untuk meningkatkan:

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Pertumbuhan ekonomi;

3. Pendapatan masyarakat; dan

4. Penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang
transparan dan akuntabilitas. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan
bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal
awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan
organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal
dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang
berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu
tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi
untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki
peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai penyelamat



(pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha
tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan
ekonomi tertentu.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaaan modal daerah berkenaan. Penyertaan
modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan
pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.



Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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